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BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
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TAHUN ANGGARAN 2015
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan penatausahaan keuangan daerah yang efektif
dan efisien maka perlu adanya petunjuk teknis untuk
mengatur pengelolaan keuangan sehingga akan menghasilkan
tata kelola keuangan yang akuntabel;

bahwa dalam pelaksanaannya, petunjuk teknis pengelolaan
keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran
2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4876);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota
DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Kepala SKPD adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja/diperbantukan atau
yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang
tidak berkedudukan sebagai pegajﬁi negeri.



10.

11.

12,

1.3

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang pengguna
aggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian Kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat/Panitia Penerima hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang
diangkat oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan pengadaan barang/jasa/konstruksi.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perancaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawas daerah.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keungaan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan.

Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKP adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksaan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah Tahun
Anggaran 2015, selanjutnya disebut sebagai Juknis Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan Daerah, merupakan acuan/pedoman bagi satuan
kerja perangkat daerah dalam penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan
keuangan Tahun Anggaran 2015.



Pasal 3

Junkis Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, disusun

dengan tujuan :

1. Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tertibnya Penatausahaan Keuangan Daerah;

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan
tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari
penyimpangan;

Pasal 4
Penggunaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2015 dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal & Jariupari 7~

7
SON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal € Januari 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2015



1.1

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta untuk
mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan, diperlukan sistem yang
semakin logis, sistematis dan konsisten, sehingga pengelolaan keuangan
semakin tertata, terutama didalam pelaksanan dan pertanggungjawaban.
Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan yang berkaitan
dengan keuangan daerah perlu ada peningkatan kemampuan para pejabat
pengelelola keuangan baik melalui bimbingan teknis tentang APBD,
Penatausahaan maupun Akuntansi, sehingga ada sinkronisasi dalam
proses pelayanan pengelolaan keuangan.

Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2015 disusun berlandaskan
peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-undang Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara,Undang-Undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, , Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhirkali dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Nomor 8 tahun/%PM tentang Anggaran Pendapatan



Belanja Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun

2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2015

1.2 Maksud Dan Tujuan
1.2.1 Maksud

1. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan sistem
dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sebagai pedoman pelaksanaan APBD agar terwujud keterpaduan
dan keselarasan dalam melaksanakan kegiatan sehingga tepat
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan

manfaat serta disiplin anggaran.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah :

1) Menjamin tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD tahun
2015 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

2) Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dalam pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan
pertanggungjawaban dan pemantauan keuangan daerah yang
dibiayai dari APBD tahun 2015.

1.3 Prinsip Dasar

Pelaksanaan APBD tahun 2015 wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut :

1

Tertib berarti adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.

. Taat pada peraturan perundang-undangan berarti bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

. Efisien berarti pelaksanaan APBD harus diusahakan dengan

menggunakan daya dan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan. %



4. Efektif berarti pelaksanaan APBD harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pelaksanaan APBD bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta
ketentuan yang berlaku.

7. Bertanggungjawab berarti merupakan perwujudan kewajiban
seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

8. Kepatutan berarti tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.

9. Manfaat untuk  masyarakat berarti bahwa  keuangan daerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup berlakunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
tahun 2015 ini adalah untuk mengatur mekanisme pengadministrasian
pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan
oleh seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan.

BAB II
TANGGUNGJAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.1 Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah
Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah diatur pada :
1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
2. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
3. Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :
a. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib

menvelencoarakan obpenatausahaan sesuai dengan peraturan



4.

b. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan dan anggaran sesuai DPA-SKPD;

c. PPK-SKPD mempunyai tugas;

- Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh
bendahara;

- Menyiapkan SPM

- Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada posisi sebelah kanan
tanda tangan PA/ KPA pada SPM,;

- Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan,;

- Melaksanakan akuntansi SKPD;

- Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;

d.Dalam melaksanakan fungsinya PPK-SKPD wajib dibantu oleh Staf
yang melaksanakan Fungsi Verifikasi, Perbendaharaan dan
Akuntansi/Pelaporan, serta mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan fungsi Verifikasi, yaitu :

a.

d.

Meneliti dan menguji kebenaran administratif SPP-LS
pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

Meneliti dan menguji kebenaran administratif SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU, SPP GU/TU Nihil dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan  perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

Meneliti dan menguji kebenaran administratif SPJ UP, SPJ GU,
dan SPJ TU untuk diterbitkan Surat Pengesahan laporan
pertanggungjawaban;

Membubuhkan paraf pada cap pengesahan bukti-bukti
pertanggungjawaban.

2) Melaksanakan fungsi Perbendaharaan, yaitu :

a.

°onoo

f.

Meneliti kelengkapan SPP UP/GU/TU dan LS serta SPP GU/TU
Nihil;

Menyiapkan SPM UP/GU/TU dan LS serta SPM GU/TU Nihil;
Meneliti kebenaran potongan- potongan pada SPM;

Meneliti kebenaran pembebanan kode rekening;

Membubuhkan paraf pada posisi sebelah kiri tanda tangan
PA/KPA pada SPM; dan

Meregister SPM UP/GU/TU dan LS serta SPM GU/TU Nihil.

3) Melaksanakan fungsi Akuntansi, yaitu :

a.
Iz,
o,

Melaksanakan akuntansi SKPD; dan

Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPTK.

Melakukan rekonsiliasi bulanan dan akhir tahun dengan
SKPKD cq. Bidang Akuntansi.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

a. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA/KPA bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. PA/KPA dapat menetapkan Pejabat di Lingkungan kerja SKPD
yang dipimpinnya sebagailpPK sesuai ketentuan yang berlaku.

{l



5. JUMLAH PERSONIL SATUAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD
SEBAGAI BERIKUT :
NO URAIAN JUMLAH PERSONIL
1 | Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna 1 orang
Anggaran (KPA)
2 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 orang
3 | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 1 orang
(PPK-SKPD)
4 | Pembantu PPK-SKPD 3 orang
5 | Bendahara Pengeluaran/ 1 orang
Bendahara Pengeluaran Pembantu
6 | Pembantu Bendahara | tergantung  jumlah
Pengeluaran/Pembantu Bendahara | anggaran dan jumlah
Pengeluaran Pembantu kegiatan
7 | Bendahara Penerimaan/Bendahara 1 orang (SKPD yang
Penerimaan Pembantu target pendapatan
Daerah )
8 | Pembantu Bendahara 1 orang
Penerimaan/Pembantu Bendahara
Penerimaan Pembantu
9 | Penyimpan Barang 1 orang
10 | Pengurus Barang 1 orang
11 | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang

Bendahara pengeluaran bertanggungjawab

secara pribadi

atas

pembayaran yang dilaksanakannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan

pembayaran baik mengenai jumlah maupun penerimaannya menjadi

tanggung jawab bendahara pengeluaran demikian halnya bila terjadi

kekurangan kas.




BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Penatausahaan Penerimaan

3.1.1 Ketentuan pelaksanaan penatausahaan Penerimaan

Dalam melaksanakan Penatausahaan Penerimaan terdapat

beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian untuk
dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

a.

SKPD yang mempunyai tugas dan/atau kegiatannya berdampak
pada peneriman daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan
penerimaan pendapatan. SKPD dilarang melakukan pungutan
selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan pendapatan harus disetor ke Rekening
Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam
waktu 1 (satu) hari kerja kecuali ada alasan tertentu.

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak

dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap.

Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera
disetor ke rekening penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dan berbentuk barang menjadi
milik /asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
Komisi, Rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar,
hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dapat dilakukan apabila
didukung dengan bukti-bukti yang sah. Pengembalian tersebut
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan

yang terjadi dalam te(tztn yang sama. Untuk pengembalian



kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Dalam kaitannya dengan operasional pendapatan masih terdapat

beberapa ketentuan tambahan yang perlu mendapat perhatian

sebagai berikut :

a.

Penyetoran uang ke rekening kas umum daerah dianggap sah

setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari Bank yang

bertindak sebagai rekening kas umum daerah.

Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka

rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan

tujuan pelaksanaan APBD dan tidak diperbolehkan

menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu)

hari kerja dikecualikan dengan alasan lain yang dapat

diterima.

Penerimaan yang disetor ke rekening penerimaan

Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara :

1. Disetor oleh pihak ketiga melalui bendahara penerimaan
atau bendahara penerima pembantu;

2. Disetor langsung oleh pihak ketiga;

3. Disetor oleh pihak ketiga melalui bank lain, badan,
lembaga keuangan dan atau kantor pos.

Dokumen yang digunakan di dalam prosedur dan

penatausahaan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah adalah sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);

Surat Tanda Setoran (STS);

Surat tanda bukti pembayaran;

Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Nota kredit;

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti
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pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan
diterbitkan dan disahkan oleh DPPKAD.



3.1.2 Pihak-pihak yang berwenang dalam pemungutan Pajak dan

Retribusi

1. PPKD _
PPKD memiliki wewenang untuk Menetapkan SKP (Surat
Ketetapan Pajak) Daerah.

2. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk

Menetapkan SKR (surat ketetapan retribusi)
Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban

penerimaan dari bendahara penerimaan melalui PPK- SKPD

3. PPK-SKPD

PPK-SKPD memiliki wewenang untuk Melakukan verifikasi

harian atas penerimaan.

4. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini Bendahara penerimaan memiliki wewenang

untuk :

Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-
Daerah/SKR dari wajib pajak/retribusi.

Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan
dokumen SKP-daerah yang diterimanya dari PPKD.
Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan
dokumen SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran.
Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti yang sah.

Menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti lain yang
sah kepada wajib pajak/retribusi.

Menyerahkan STS (Surat Tanda Setoran) beserta uang yang
diterimanya pada bank.

Membuat dan menyampaikan laporan pertangguungjawabkan
penerimaan kepada penggguna anggaran dan PPKD selaku
BUD.

5. PPKD selaku BUD
PPKD selaku BUD memiliki wewenang untuk :

Menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dari
bendahara penerimaan.

Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam

rangka rekonsiliasi pe{ﬁrimaan.



3.1.3 Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dasar penagihan/penerimaan untuk pajak daerah adalah

surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) dan untuk retribusi

adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah).

Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah :

Pengguna anggaran/kuasa pengguna angggaran menyerahkan

SKP daerah/SKR daerah kepada bendahara penerimaan dan

kepada wajib pajak/retribusi melalui petugas penagih.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut wajib pajak/retribusi

membayar sejumlah uang yang tertera dalam SKP Daerah/SKR

daerah kepada bendahara penerimaan atau kepada kolektor.

Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang

yang diterimanya dengan SKP di daerah/SKR daerah.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian,

maka bendahara penerimaan akan menerbitkan sekaligus

menandatangani surat tanda bukti pembayaran.

Bukti pembayaran diterbitkan dalam rangkap 3(tiga) setelah

ditandatangani oleh wajib pajak/ pembayaran

pendistribusiannya :

1. Lembar pertama untuk wajib pajak / pembayaran.

2. Lembar kedua untuk bendahara/pembantu bendahara
penerimaan.

3. Lembar ketiga arsip.

Dilain pihak apabila berdasarkan hasil evaluasi jumlah uang

yang diterima tidak sesuai dengan SKP daerah/SKR maka hal

tersebut disampaikan kepada wajib pajak/retribusi.

Hasil penerimaan pendapatan disetor oleh bendahara

penerimaan ke rekening umum kas daerah pada bank

pemerintah yang telah ditunjuk. Jumlah uang yang disetor

dicantumkan pada surat tanda setoran (STS). STS tersebut akan

dilampirkan pada slip setoran bank. Formulir STS terdapat pada

lampiran.

Atas dasar penyetoran tersebut bank melakukan otorisasi pada

STS dan membuat nota kredit. STS dan slip setoran merupakan

arsip bagi bendahara penerimaan, sedang nota Kkredit

disampaikan kepada bendahara umum daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan

oleh bendahara penerima‘ﬁ pembantu prosedur penerimaannya



sama dengan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
Dalam kedudukannya sebagai bendahara penerimaan pembantu,
bukti penerimaan dan bukti setoran harus
dipertanggungjawabkan kepada bendahara penerimaan.

- Wajib pajak dapat juga menyetor pajak/retribusi kepada bank
yang ditunjuk sebagai kas umum daerah, bank lain atau kantor
pos. Dengan system tersebut wajib pajak/retribusi
membayarkan uang/menyetor langsung ke rekening penerimaan
pemda pada bank yang telah ditunjuk sejumlah yang tertera di
SKP daerah/SKR daerah. Atas penyetoran tersebut bank
menerbitkan slip setoran/bukti lain yang sah dan nota kredit.
Slip setoran/bukti lain yang sah, diserahkan kepada wajib pajak
/retribusi. Selanjutnya oleh wajib pajak diserahkan kepada
bendahara penerimaan sedangkan nota kredit diserahkan
kepada BUD.

3.1.4 Pengembalian atas kelebihan penerimaan pajak/retribusi

Dalam pemungutan pajak/retribusi kemungkinan terdapat
kelebihan penerimaan yang disebabkan kesalahan dalam penetapan
atau kekeliruan dalam pemungutannya sehingga atas kelebihan
penerimaannya merupakan kewajiban dari pemerintah daerah
untuk mengembalikan.

Atas kelebihan tersebut sesuai dengan pasal 60 Peraturan
Pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
daerah dan pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan :
a. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus di dukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

b. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

c. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.

Pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang
sama dilakukan oleh BUD berdasarkan permintaan dari SKPD yang
terkait. Pengembalian tersebut harus di dukung dengan bukti-bukti
yang dijadikan dasar pembayaran. Dengan adanya pengembalian

tersebut akan mengurangi penerimaan pajak/retribusi pada tahun
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sebelumnya dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan dan
membebani belanja SKPKD yang dibebankan pada belanja tak

terduga.

3.1.5 Penatausahaan Pendapatan
Penatausahaan pendapatan merupakan kegiatan pencatatan atas
penerimaan, penyimpanan, penyetoran, atas uang pendapatan yang
berada dalam pengelolaan SKPD.
Berdasarkan dokumen SKP daerah/SKR daerah, surat tanda bukti
pembayaran/bukti lain yang sah dan surat tanda setoran (STS)
bendahara penerimaan dan pejabat penatausaha keuangan
melakukan penata usahaan atas penpatan.
Buku-buku yang digunakan dalam melakukan penatausahaan
minimal sebagai berikut :
a. BKU Pendapatan;
b. Buku pembantu rekapitulasi penerimaan harian;
c. Buku pembantu pengawasan piutang pajak dan retribusi;
d. Daftar penyetoran pendapatan;

Bentuk buku ada pada lampiran.

3.2 Penatausahaan Pengeluaran
3.2.1 Ketentuan pelaksanaan penatausahaan Pengeluaran
Dalam pelaksanaan anggaran belanja terdapat beberapa
ketentuan yang harus dipenuhi/diperhatikan sebagai berikut :

a. pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip
hemat, tidak mewah, efektif, efeisien dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung
dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

c. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,
dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

d. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD

ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
{‘ S



Pengeluaran dimaksud tidak termasuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
dilaksanakan atas persetujuan Bupati dan penerima subsidi,
hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab
atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Bupati.
Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan
kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setelah
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari
adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah di danai dari APBD dan APBN.
. Kepala SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab
atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan
laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati.
. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada anggaran tak
terduga, pembebanannya dilakukan dengan keputusan Bupati
dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan ditetapkan.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan
Surat Penyediaan Dana (SPD), atau DPA-SKPD, atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPD. Dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang
pengangkatan pegawai.
Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Pembayaran tersebut dapat dilakukan setelah penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh kuasa BUD.
. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang
persedian yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, atau sebelum
penerbitan SP2D kuasa BUD berkewajiban untuk :
1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran (SPM dan bukti
pendukungnya) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggara(z
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2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD
yang tercantum dalam perintah pembayaran.

3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran
daerah.

5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran tidak memenuhi persyaratan a, b dan c.

. Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna
anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan.
. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening
Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos
giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada SKPD sebagai
pengguna anggaran adalah DPA-SKPD . Berdasarkan DPA SKPD
sebagai langkah pertama dari kegiatan pengeluaran uang kas
umum daerah atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat
penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran/pejabat pelaksana
teknis kegiatan (PPTK) mengajukan SPP kepada pengguna
anggaran/kuasa  pengguna anggaran melalui = pejabat
penatausahaan keuangan (PPK) SKPD.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah,
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan
SPM. Dilain pihak apabila dokumen SPP tidak lengkap dan/atau
tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
menolak menerbitkan SPM.

SPM yang telah diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna
anggaran diajukan kepada DPPKAD/BUD untuk penerbitan
SP2D.

Berdasarkan SP2D bendaharawan atau pihak ketiga dapat
mencairkan dana pada bank yang ditunjuk sebagaimana yang
tercantum dalam SP2D. @



perundang-undangan.

b. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat tanggungjawab renteng (bersama-
sama) mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,pejabat
pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia
pemeriksa/penerima barang dan jasa serta panitia tender.

Untuk itu dalam melaksanakan APBD agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut;

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka KPA

bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berkala (setiap bulan) kepada Pengguna Anggaran (PA).

2. BENDAHARA

a. Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

b.Bendahara atau Bendahara Pembantu secara  struktural
bertanggungjawab kepada atasan langsung dan secara fungsional
bertanggungjawab kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD/BUD.

c. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada unit kerja terkait melaporkan tugasnya secara
berkala (setiap bulan) kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran.

d.Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
dibantu oleh Pembantu Bendahara yang ditetapkan oleh PA/KPA
maksimal 4 (empat) orang tergantung jumlah anggaran dan jumlah
kegiatan.

3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)

a. PPK-SKPD yang diangkat oleh SKPD/Unit Kerja dapat ditunjuk sebagai
berikut:

- Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian Keuangan;

- Badan dan Dinas lainnya adalah Sekretaris; jika Sekretaris
ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka ditunjuk
salah satu Pejabat Eselon III atau Pejabat Esselon IV sebagai PPK-

SKPD

- Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah salah satu
pejabat eselon III atau eselon IV dengan pertimbangan
tertentu.

- Kantor adalah Kepala Sub Bggian Tata Usaha.



3.2.2 Surat Penyediaan Dana
Surat penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang
diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD yang menyatakan tersedianya
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Untuk mendapatkan SPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BUD.

Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana pada

BUD maka frekuensi penerbitan SPD diatur sebagai berikut :

a. penerbitan SPD untuk gaji dan uang persediaan serta ganti uang
/ tambah uang dibuat 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

b. penerbitan SPD untuk belanja langsung untuk kegiatan
diterbitkan berdasarkan rencana pembayaran pengadaan barang
dan jasa.

Pada awal tahun anggaran terhadap belanja atas kegiatan yang
sifatnya wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum
DPA-SKPD disahkan, DPPKAD selaku BUD membuat SPDnya
tanpa menunggu DPA disahkan.
Pihak yang terkait dalam penerbitan SPD :
a. Kepala DPPKAD Selaku BUD

Kepala DPPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

e Meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD

e Melakukan otorisasi SPD
b. Kuasa BUD

Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut :

e Menganalisa DPA-SKPD yang ada di database

e Menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per

SKPD

e Menyiapkan draft SPD

e Mendistribusikan SPD kepada pengguna anggaran
c. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

e Memberikan keterangan yang diperlukan oleh kuasa BUD

e Mengarsipkan SPD yang diterima

Tahapan pembuatan SPD adalah sebagai berikut :
- Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA-
SKPD dan anggaran kasgemerintah daerah. Rancangan SPD



yang telah dibuat, diserahkan kepada DPPKAD untuk diotorisasi
dan ditandatangani oleh PPKD.

- Rancangan SPD yang dibuat itu akan berisi jumlah penyediaan
dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi uang Persediaan
(UP), ganti uang persediaan (GU), tambah uang persediaan (TU)
dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan
tunjangan (LS).

- Setelah PPKD mengotorisasi rancangan SPD, PPKD menyerahkan
SPD kepada penggguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

SPD dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing didistribusikan sebagai

berikut :

a. Asli untuk SKPD

b. Lembar kedua untuk arsip DPPKAD

3.2.3 Surat Permintaan Pembayaran
Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran
atau pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
(PPTK) untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat
permintaan pembayaran (SPP) terdiri dari :
a) SPP uang persediaan (SPP-UP)
b) SPP ganti uang (SPP-GU)
c) SPP tambahan uang (SPP-TU) dan
d) SPP nihil (SPP-GU/TU Nihil)
e) SPP langsung (SPP-LS)
Pihak yang terkait dalam penerbitan SPP :
a. Bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :
» Mempersiapkan dokumen SPP-UP, SPP-GU,SPP-TU dan SPP
Nihil beserta lampirannya
* Menandatangani SPP
» Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD
b. PPK-SKPD
PPK-SKPD mempunyai tugas menguji kelengkapan dan
kebenaran SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
c. PPTK
* Mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses

pengajuan SPP-LS untuk belanja barang dan jasa
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Penandatanganan SPP belanja tidak langsung untuk gaji,
tunjangan dan penghasilan lainnya SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-Nihil dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sedangkan untuk
SPP-LS untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa
penandatanganannya dilakukan oleh bendahara pengeluaraan
bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Setelah SPP ditandatangani, bendahara pengeluaran
menyerahkannya bersama dokumen lainya kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) wuntuk diteliti
kelengkapan dan perhitungan material, selanjutnya dibuatkan

Surat Perintah Membayar (SPM).

Surat Perintah Membayar

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam
penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari
proses pengajuan SPP, SPM juga dibedakan menjadi S (lima) sesuai
dengan SPP-nya, yaitu

a) SPM-Uang Persediaan (SPM-UP)
b) SPM- Ganti Uang (SPM-GU)

c¢) SPM-Tambah Uang (SPM-TU)

d) SPM Nihil (SPM-GU/TU Nihil)

e) SPM Langsung (SPM-LS)

SPM diotorisasi oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang
penandatangan SPM. SPM dapat di terbitkan jika :

e Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang
tersedia.

e Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan
perundangan

e Perhitungannya benar

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
e Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima
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e Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak
diterima SPP

Pihak yang terkait dalam prosedur penerbitan SPM adalah PPK

SKPD dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran . PPK-

SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

e Menguji SPP beserta kelengkapanya

e Membuat rancangan SPM atas SPP yang ditelah diuji
kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukan ke kuasa
pengguna anggaran

e Menolak menerbitkan SPM yang diajukan bendahara SKPD jika
dokumen tidak lengkap atau perhitungan tidak benar

e Menerbitkan surat penolakan SPM.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran memiliki tugas

sebagai berikut :

e Mengotorisasikan SPM

e Mengotorisasikan surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-
SKPD

Surat perintah pencairan Dana
Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD /kuasa BUD
berdasarkan SPM sebagai dasar pencairan dana.
SP2D dapat diterbitkan jika :
a. Pengeluaran yang diminta tidak boleh melebihi pagu anggaran
yang tersedia.
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
peraturan perundangan.
c. Perhitungan benar.
Waktu pelaksanaan penerbitan:
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima kecuali ada
alasan lain.
b. apabila ditolak dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima
SPM
Langkah-langkah pembuatan SP2D :
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM. Pengujian
berikutnya ketersediaan dana pada DPA-SKPD, kebenaran
perhitungan termasuk perhiu;ﬁan pajak, apabila telah dinyatakan



lengkap dan benar, kuasa BUD menerbitkan SP2D yang terdiri atas
4(empat) rangkap :

1. Lembar pertama diberikan kepada bank.

2. Lembar kedua arsip kuasa BUD untuk mencatat SP2D dan
nota debet ke dokumen penatausahaan dan bidang akuntansi
pada DPPKAD.

3.Lembar ketiga diberikan kepada pihak ke tiga /
bendaharawan.

4. Lembar keempat arsip untuk PPK SKPD.

Atas SPM nihil tetap diterbitkan SP2D, namun tidak
disampaikan ke bank. Fungsi SP2D nihil menunjukan pengeluaran
yang dimintakan melalui SPM nihil telah disetujui pengeluarannya

oleh BUD/Kuasa BUD karenanya pada SP2D tersebut dicap nihil.

3.2.6 Prosedur permintaan uang persediaan
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada SKPD, kepada
pengguna anggaran pada awal tahun anggaran diberikan uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Uang persediaan
adalah sejumlah uang tunai yang disediakan dalam melaksanakan
kegiatan operasional sehari-hari.

Berdasarkan SPP-UP pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran

mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan

menerbitkan SPM-UP.

Permintaan uang persediaan belum melampirkan bukti-bukti

pengeluaran atau permintaan tersebut belum membebani anggaran

belanja sehingga pada waktu penerbitan SPM belum mencantumkan
kode rekening belanja.

Tahap-tahap pemintaan uang persediaan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan SPD bendahara pengeluaran membuat dan mengajukan
SPP-UP untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran
/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD.

b. Penandatanganan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

c. Dokumen SPP-UP terdiri dari :

e Surat pengantar SPP-UP
e SPP-UP

e Rincian rencana penggunaan dana

e Surat pernyataan pengguna pyajuan SPP-UP



e Surat pernyataan penggunaan anggaran /kuasa pengguna anggaran
yang menyatakan uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan sekalian uang persediaan.

Dokumen tersebut terdiri dari 4 (empat) rangkap yang pendistribusiannya
adalah sebagai berikut ;
1. Lembaran pertama (asli) diserahkan kepada PPK SKPD sebagai dasar
penerbitan SPM
2. Lembaran kedua sebagai arsip Kuasa BUD
3. Lembaran ketiga dan ke empat arsip untuk bendahara /PPTK
Hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang Besaran
Uang Persediaan dan Mekanisme Pengelolaan Uang Persediaan, Ganti
Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
3.2.7 Prosedur permintaan penggantian uang
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada saat memulai
pelaksanaan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
SKPD sebagai pengguna anggaran diberikan uang persediaan yang
dikelola oleh bendaharan pengeluaran. Atas uang persediaan yang
diterima, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan
otorisasi pengguna anggaran dengan tetap memperhatikan kesediaan
anggaran yang terdapat dalam DPA SKPD. Dengan sistem tersebut uang
persediaan yang telah dibelanjakan dapat dilakukan pengisian kembali
(penggantian) dengan melampirkan bukti-bukti pembayaran yang telah
dilakukan.
Sebelumnya melakukan pembayaran bendahara pengeluaran harus :
a. Meneliti ketersediaan dana sesuai dengan pagu anggaran yang
terdapat dalam DPA SKPD.
b. Meneliti kebenaran perhitungan.
c. Meneliti kelengkapan bukti.

Apabila ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi bendahara berhak

menolak melakukan pembayaran.

Dokumen yang diperlukan dalam permintaan penggantian uang:

a. SPD
b. Surat pengantar SPP-GU
c. SPP-GU

Rincian pengeluaran perkegiatan

e. Ringkasan pengeluaran (gabungan rincian pengeluaran
perkegiatan)

f. Bukti pengeluaran kas dan pendukungnya
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h. Bukti penyetoran PPN dan PPh

i. Surat Pertanggungjawaban Bendahara

j. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara

k. Bukti-bukti pengeluaran atau Dokumen pendukung lainnya.

Ketentuan lain:

1. Harus mengajukan GU minimal 90% dari besaran UP paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Apabila selama 2 bulan pertanggungjawaban GU tidak
mencapai 90% dari besaran UP maka diwajibkan kepada
SKPD terkait untuk menyetorkan ke Rekening Penerimaan
Pemerintah Daerah sebesar nilai UP yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang
Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Pengelolaan Uang
Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang
Persediaan.

3.2.8 Prosedur permintaan tambahan uang persediaan

Apabila uang persediaan yang dikelola oleh SKPD tidak
mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada
DPPKAD/BUD.
Tambahan uang persediaan dilakukan jika pada satuan kerja
perangkat daerah memliki volume pekerjaan yang sangat banyak
yang tidak dapat dilakukan dengan pengeluaraan pembayaran
langsung atau adanya kegiatan yang dilaksanakan pada bulan
tertentu yang sistem pembayarannya akan menggunakan uang
persediaan dilain pihak jumlah uang persediaan yang dimiliki tidak
mencukupi.
Apabila kondisi tersebut dihadapi pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran mengajukan permintaah uang melalui SPM-TU.
Batas jumlah pengajuan tambahan wuang harus mendapat
persetujuan dari PPKAD dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan.
Seperti halnya permintaan uang persediaan permintaan tambah
uang belum melampirkan bukti-bukti pengeluaran atau permintaan
tersebut belum membebani anggaran belanja sehingga pada waktu

penerbitan SPP dan SPM belum mencantumkan kode rekening

belanja. ﬂ



Tahapan permintaan tambahan uang sama dengan permintaan
uang persediaan demikian halnya dokumen pendukungnya.
Dokumen SPP-TU terdiri dari :

a. SPD

b. Surat pengantar SPP-TU

c. SPP-TU

d. Surat pernyataan pengguna anggaran

Rincian kebutuhan tambahan uang

Persetujuan PPKD

0

Ketentuan lain :

1.Khusus untuk 2 kegiatan yang berbeda yang harus
dilaksanakan pada saat bersamaan, maka SKPD dapat
mengajukan 2 permintaan tambahan uang persediaan.

2. Setiap SKPD maksimal 2 kali terlambat
mempertanggungjawabkan TU. Untuk selanjutnya tidak
didiperkenankan lagi mengajukan TU.

3. Apabila TU telah melewati 30 (tigapuluh) hari dan belum
dipertanggungjawabkan, maka  SKPD terkait  tidak
diperkenankan mengajukan berkas Belanja Langsung.

4. Hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang
Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Pengelolaan Uang
Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan.

1.2.9 Prosedur Penerbitan SPM Nihil (GU/TU Nihil)

Apabila dana yang diperoleh melalui SPM tambahan uang
hanya akan membiayai kegiatan tertentu (temporer) maka setelah
pelaksanaan kegiatan selesai, dibuatkan rincian penggunaan dana,
ringkasan pengeluaran serta bukti-bukti pendukungnya. Jumlah
pada SPM nihil harus sama dengan SPM TU dan apabila SPM nihil
lebih kecil dari SPM TU maka selisih tersebut harus
disetor/dikembalikan oleh bendahara pengeluaraan ke rekening
umum kas daerah.

Dalam pertanggung jawaban TU Nihil yang tidak selesai
sampai pada waktu yang telah di tentukan maka, SKPD yang
bersangkutan tidak bole mangajukan berkas belanja langsung.
Penerbitan SPM nihil juga dilakukan pada akhir tahun anggaran

untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan yang dikelola

nleh hendabhara menoeliiaran .[/



Demikian halnya apabila jumlah uang pada SPM nihil yang
diterbitkan pada akhir tahun anggaran lebih kecil dari SPM uang
persediaan maka selisih tersebut harus disetor/dikembalikan ke
Rekening Umum Kas Daerah dan sebaliknya penyetoran tersebut
dilakukan sebelum tanggal 15 Desember tahun berjalan.

Hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang Besaran
Uang Persediaan dan Mekanisme Pengelolaan Uang Persediaan,
Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.

Dokumen SPM-GU/TU Nihil terdiri dari :

b. SPD

c. Surat pengantar SPP-GU/TU Nihil

d. SPP-GU/TU Nihil

e. Surat pernyataan pengguna anggaran

f.  Surat Pertanggungjawaban Bendahara

g. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara
h. Bukti Penyetoran PPN dan PPh

Bukti-bukti pengeluaran atau Dokumen pendukung lainnya.

[
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1.2.10 Prosedur pengeluaran pembayaran langsung
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan, Pengadaan barang dan jasa diatas
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran hibah dan
bantuan sosial, serta pengeluaran non anggaran.
Dokumen pembayaran langsung terdiri dari:
a. SPD

o

Rincian tagihan
SPP-LS
SPM-LS

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

- 0 o 0

Kwitansi

g. Bukti-bukti pengeluaran atau Dokumen pendukung lainnya.

1.3 Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan dana (SPJ)
1.3.1 Pembayaran Gaji dan tunjangan
a. Surat Keterangan daftar nama pegawai penerima gaji dari Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah
b. Lampiran SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta

penghasilan lainnya mencakﬁp 2
1/
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Gaji susulan

Kekurangan gaji

Gaji terusan

Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan gaji
induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
SK CPNS

SK PNS

SK kenaikan jabatan

SK Jabatan

Kenaikan gaji berkala

Surat pernyataan pelantikan

Surat pernyataan masih menduduki jabatan

Surat pernyataan melaksanakan tugas

Daftar keluarga (KP4)

Fotocopy surat nikah

Fotocopy akte kelahiran

Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji
Daftar potongan sewa rumah dinas

Surat keterangan masih sekolah/kuliah

Surat pindah

Surat kematian

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan

tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Contohnya

fotocopy surat nikah dilampirkan untuk pertama kali istri/suami

memperoleh tunjangan demikian fotocopy akte kelahiran, surat

pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas, SK

kenaikan pangkat dan surat-surat lainya.

1.3.2 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Dokumen pembayaran tambahan penghasilan pegawai diatur

terpisah dari peraturan ini.

1.3.3 Pembayaraan langsung untuk pengadaan barang dan jasa kepada

pihak ketiga

Dokumen pengeluran dalam rangka pengajuan permintaan

pembayaran, langsung kepada pihak ketiga terdiri dari :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pekerjaan/Barang
b. Salinan surat rekomendasi dgti SKPD teknis terkait
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Surat perjanjian kerja sama /kontrak antara pengguna anggaran
/kuasa pengguna dengan pihak ketiga serta mencantumkan

nomor rekening bank dan NPWP pihak ketiga.

. Surat Perintah Kerja

. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Berita acara pemeriksaan pekerjaan

. Berita acara serah terima barang dan jasa

. Berita acara pembayaran

Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan dari Pihak Ketiga.
Profesional Hand Over (PHO)

.Rincian Penggunaan Uang Muka (khusus untuk pengajuan

permintaan Uang Muka)
Kwitansi bermaterai, nota, faktur yang ditandatangani/disetujui
oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.

Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan bank atau lembaga keuangan non bank.

.Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman /hibah luar negeri

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa

Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang
dilaksanakan diluar wilayah kerja.

Galian C

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan

dari PPTK apabila pengadaan mengalami keterlambatan

. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian

pekerjaan
Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan jamsostek) dan

.Khusus untuk pekerjaan konsultan yang diperhitungkan

harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara
prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran
dari tenaga konsultan sesuai per tahapan waktu pekerjaan dan
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
(invoice)

Dinalracan Wantralr fhermintafn fermira dan 1009



Kuasa BUD hanya meneliti kelengkapan Kontrak yang terdiri dari:

1. Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian
2. Surat Perintah Mulai kerja (SPMK)
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
4. Summary Reports
5. Nomor Rekening bank pihak ketiga
6. NPWP
Dokumen lainnya:
Honorarium

1.

a. Daftar penerimaan honorarium

b. Surat Keputusan pengangkatan honor

c. Surat perintah (untuk ajudan yang diangkat dari anggota
kepolisian)

d. Surat keterangan keluarga untuk besaran honor diatas Penghasilan
Yang Tidak Kena Pajak (PTKP)

e. Rekapan daftar hadir

Belanja beasiswa (Tugas Belajar)

a. Surat Keputusan Pemberian Beasiswa

b. Kartu Mahasiswa

c. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek.

a. Permintaan pelatihan , brosur, undangan

b. Bukti pembayaran sebagai peserta

c. Bukti keikutsertaan

Jasa kantor

a. Bukti penagihan /pembayaran dari pemakaian jasa seperti telepon,
listrik, air, koran

b. Perjanjian kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MOU)

Belanja sewa

a. Kontrak Sewa/ Perjanjian Sewa

b. Surat Kepemilikan untuk sewa rumah/kantor atau Surat
Keterangan Kepemilikan dari Pejabat setempat.

c. Dokumentasi.

Biaya makan dan minum

a. Apabila jumlahnya dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah
nota pembelian
b. Berita acara pemeriksaan barang

c. Berita acara penerimaan barang

A Qiirat Keteratroan T11hae Pembatvaran Retribiici (SKR)



e. Daftar hadir (khusus untuk makan minum rapat )
f. Notulen (khusus untuk makan minum rapat )
g. Dokumentasi

h. Daftar pasien (Khusus untuk makan minum pasien)

9. Belanja perjalanan

10.

11.

Dokumen pembayaran belanja perjalanan dinas diatur terpisah dari
peraturan ini.

Pengadaan Barang/Jasa dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)

a. Nota pembelian

b. Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan

c. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan

d. Kwitansi

e. dokumentasi

Dokumen pembayaran yang teranggarkan di Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) diatur terpisah dari peraturan ini

12. Pengadaan Tanah

a. SK Tim Penilai Pengadaan Tanah

b. Laporan Hasil Rapat Tim Penilai

c. Surat Kepemilikan/Surat Keterangan Kepemilikan dari Pejabat
setempat.

d. Surat Perjanjian Jual Beli

e. Bukti Lunas Pembayaran PBB

f. Dokumentasi

13. Pembayaran uang pemeliharaan untuk pekerjaan fisik

>

a. Final Hand Over
b. Permohonan pembayaran

c. Dokumentasi

KETENTUAN TENTANG PEMBAYARAN PENGADAAN

BARANG/JASA

1. Untuk tertib pengelolaan keuangan, maka permintaan
pembayaran oleh pihak ketiga paling lambat 2 (dua) minggu atau
14 hari setelah pekerjaan selesai (sesuai dengan kontrak)
diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen dan paling lambat 3
(tiga) minggu atau 21 hari setelah pekerjaan selesai (sesuai
dengan kontrak) diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daeraw



2. Pengajuan Uang muka paling lambat 2 (dua) minggu atau 14
hari sejak kontrak mulai berlaku (sesuai dengan Surat perintah
mulai kerja) diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen dan paling
lambat 3 (tiga) minggu atau 21 hari sejak kontrak mulai berlaku
(sesuai dengan kontrak) diajukan ke Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan
oleh bank yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Pengadaan belanja barang/jasa dibawah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dilakukan lewat mekanisme Ganti Uang
Persediaan. Pengadaan langsung diadakan oleh Pejabat

Pengadaan, tidak lagi melibatkan pihak ketiga.

> ARSIP
1. Setiap pejabat pengelola keuangan di SKPD wajib menyimpan
arsip dokumen pengadaan dan pembayaran setiap kegiatan yang
telah dikeluarkan anggarannya dari rekening kas umum daerah.
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengarsipkan :
a. Ceklist kelengkapan berkas oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD
b. SPP
c. SPM
Daftar rekap besaran tagihan perekening belanja dan
jumlah pegawai beserta tanggungannya. (khusus untuk
gaji dan tunjangan)
Daftar rekap penerima tambahan penghasilan pegawai
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Surat Pernyataan Tanggungjawab Pekerjaan/Barang

5 R om0

Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) lembar 3

i. Penjelasan Umum
Menurut pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
menyatakan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran,
bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan

peraturan perundang -—undangaw



Dokumen dan bukti yang digunakan dalam penatausahaan

pengeluaran terdiri dari:

a. Dokumen pelaksana anggaran pada satuan kerja perangkat
daerah (DPA SKPD)

. Surat penyediaan dana (SPD)

. Register SPD

. Surat permintaan pembayaran (SPP)

. Register SPP
Surat perintah membayar (SPM)

. Register SPM

. Register SP2D

Bukti pembayaran dan pendukungnya

a o o
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j. Bukti Pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh
k. Buku kas umum pengeluaran

1. Buku umum pengeluaran pembantu

m. Buku pembantu bank

n. Buku pembantu panjar

o. Buku pembantu PPN dan PPh

ii.Penatausahaan sebelum pencairan dana

3.3.2.1

Karena mekanisme pencairan dana didahului dengan SPD setelah
itu pengajuan SPP dan ditindaklanjut dengan penerbitan SPM maka
untuk mencatat dokumen tersebut digunakan :
a. Register SPD
b. Register SPP
c. Register SPM

Register surat penyediaan dana (SPD)
Register surat penyediaan dana merupakan buku yang digunakan
oleh bendaharawan untuk mencatat SPD yang diterima oleh SKPD
selama pelaksanaan anggaran.
Pencatatan SPD kedalam register dilakukan berdasarkan tanggal
SPD diterbitka minimal informasi yang dicatat dalam register SPD
adalah :
a. Tanggal SPD
b. Nomor SPD
c. Uraian penyediaan SPD
d. Jumlah penyediaan dana
e. Jumlah kumulatif SPD
f.  Sisa dana yang belum diSPDkan

Qalenolrannva hentiile formiilir dari recister SPD terdapat lambiran.



3.3.2.2 Register SPP

Register SPP adalah register yang digunakan oleh bendahara
pengeluaran untuk mencatat SPP yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa
anggaran melalui PPK. Pencatatan kedalam register berdasarkan
tanggal. Seluruh SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Nihil
dicatat dalam satu register. Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang terdapat pembayaran
non anggaran maka register SPPnya dibuat tersendiri.

Informasi yang tercantum dalam register meliputi :

a. Tanggal penerbitan SPP

b. Nomor SPP

c. Uraian atas permintaaan pembayaran

d. Nilai permintaan pembayaran yang dirinci perjenis SPP

Selengkapnya bentuk formulir dari register SPP terdapat lampiran

3.3.2.3 Register SPM

iii.

Register SPM adalah buku yang digunakan untuk mencatat SPM
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran. Karena pembuatan SPM dilakukan oleh PPK-SPKD maka
pencatatan dalam register SPM dilakukan oleh PPK SKPD. Di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang
terdapat pembayaran non anggaran maka seperti register SPP, maka
register SPMnya dibuat tersendiri. Seperti halnya pada register SPP
informasi yang dicatat pada register SPM meliputi

a. Tanggal penerbitan SPM

b. Nomor SPM

C. Uraian pembayaran

d. Nilai pembayaran yang dirinci perjenis

Penatausahaan setelah pencairan dana

Untuk menata usaha pengelola dana yang dilakukan oleh
bendahara pengeluaran atas pelaksanaan APBD digunakan buku-
buku sebagai berikut :

a. Registef SP2D

b. Buku kas Umum (BKU) pengeluaran
c. Buku kas Umum ( BKU) Pengeluaran Pembantu
d. Buku pembantu bank

L

Buku pembantu panjar
£ Rl membantiit PPN dan PPH'



g. Buku pembantu pengawasan anggaran per kegiatan

3.3.3.1 Register SP2D
Register SP2D digunakan untuk mencatat atas uang yang diterima
oleh bendahara dan pihak ke Il atas pelaksaanan pengeluaran
mencatat seluruh yang dikelola oleh bendahara pengeluaran baik
uang tunai maupun tersimpan di bank.
Minimal informasi yang terdapat dalam buku kas umum
pengeluaran yaitu :
a. Nama SKPD

b. Nama bulan pencatatan

Ge Tanggal pencatatan

d. Nomor bukti penerimaan dan pembayaran
G Uraian penerimaan dan pembayaran

f. Jumlah penerimaan

g. Jumlah pengeluaran

h. Saldo

Pada kolom penerimaan untuk mencatat ;

€ Penerimaan dana melalui SP2D (UP,GU,TU,LS)

o Pemungutan / pemotongan pajak

Pada kolom pengeluaran untuk mencatat

@ Pembayaran yang telah diotorisasi

s Penyetoran pajak

Untuk memudahkan pengecekan atas kebenaran pencatatan
sebaiknya pemberian dan pengembalian panjar tidak dicatat dalam
buku kas umum pengeluaran tetapi dicatat pada buku kas umum
pengeluaran pembantu dan buku pembantu panjar. Pencatatan
dalam buku kas umum pengeluaran dilakukan terhadap
pembayarannya telah diotorisasi oleh pengguna anggaran /kuasa
pengguna ' anggaran. Dengan sistem tersebut pengujian atas
kebenaran pencatatan dan saldo buku kas umum pengeluaran dan
buku pembantu lainnya dapat di lakukan setiap hari dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Saldo BKU pengeluaran = saldo BKU pengeluaran
pembantu + saldo buku pembantu bank + saldo pembantu

panjar

Apabila berdasarkan hasil pengujian tersebut terdapat selisih maka

telah terjadi kesalahan pencatatan.

|



Pada setiap bulan bendahara pengeluaran menutup buku kas
disertai dengan pembuatan register penutupan kas. Pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan. Hasil pemeriksaan kas dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas disertai dengan register
penutupan kas.

Bentuk dan buku kas umum pengeluaran dan register

penutupa007An kas terdapat pada lampiran.

3.3.3.2 Buku kas umum pengeluaran pembantu
Atas penerimaan dan pengeluaran uang tunai dikelola oleh
bendahara digunakan buku kas umum pengeluaran pembantu.
Bentuk dari buku kas umum pengeluaran pembantu sama dengan
buku kas umum pengeluaran yang membedakan hanya fungsi dan
ruang lingkup pencatatan.

Pada kolom penerimaan untuk mencatat

a. Penerimaan tunai (kas) atas SKPD

b. Penarikan uang dari bank

C. Pemungutan /pemotongan pajak melalui kas

d. Penerimaan/pertanggung jawaban panjar melalui kas

Pada kolom pengeluaran untuk mencatat

a. Pengeluaran uang tunai yang telah diotorisasi oleh
pengguna/kuasa pengguna anggaran

b. Pemberian panjar melalui kas

c. Penyetoran pajak melalui kas

d. Contra pos PU bank

Bentuk dari kas umum pengeluaran pembantu terdapat pada

lampiran.

3.3.3.3 Buku Pembantu PPN dan PPh
Karena bendaharawan sebagai wajib pungut PPn dan PPh
konsekuensi atas pungutan PPN dan PPh yang telah dilakukan
harus dicatat dengan baik. Buku pembantu PPN dan PPh adalah
buku yang dipergunakan untuk mencatat pajak-pajak yang
dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan.
Adapun pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan atas

pelaksanaan belanja daerah adalah pajak penghasilan (PPh) pasal
N1 799 D2 Paecal 4 avat ? certa nadl nertambahan nilai (PPN)



Minimal informasi yang termuat dalam buku pembantu :
a. Nama SKPD
b. Tanggal dan nomor bukti kas
c. uraian pemungutan dan penyetoran
d. jumlah pajak yang dipungut
e. jumlah pajak yang disetor
f. saldo pajak yang belum disetor

Sebelum dilakukan pencatatan kedalam buku pembantu PPN
dan PPh pajak yang dipungut oleh bendaharawan pengeluaran
terlebih dahulu dicatat pada buku kas umum pengeluaran dan
buku kas umum pengeluaran pembantu.
Atas pajak yang dipungut pertama kali mencatat tanggal dan nomor
bukti pemungutannya selanjutnya jumlah yang dipungut dicatat
pada kolom pemungutan. Demikian halnya atas pajak yang
disetorkan juga pertama kali dicatat tanggal dan nomor bukti
penyetoran, selanjutnya atas jumlah yang disetorkan merupakan
selisih antara pajak yang dipungut dan pajak yang disetor.
Bentuk dari buku pembantu PPN dan PPh terdapat pada lampiran.

3.3.3.4 Buku pembantu bank
Penerimaan uang dari rekening umum kas daearah pada umumnya
dilakukan melalui cek pemindahan bukuan, oleh karena itu
bendahara pengeluaran harus melakukan pencatatan atas uang
yang diterima melalui bank dan yang di simpan dibank pada buku
pembantu bank.
Bentuk dari buku pembantu bank sama dengan buku kas umum
pengeluaran yang membedakan hanya fungsinya. Pencatatan atas
penerimaan dan pengeluaran dilakukan sebagai berikut :
a. Penerimaan melalui bank atas SP2D (UP,TU,GU dan LS)
b. Setoran uang dari kas
e Pemungutan /pemotongan pajak melalui bank

pada kolom pengeluaran untuk mencatat :

a. Pembayaran yang dilakukan melalui bank
b. Penarikan uang dari bank untuk mengisi kas
e. Pemberian panjar melalui bank

Apabila bendahara pengeluaran dalam mengelola dana SKPD
mempunyai lebih dari satu rekening bank maka jumlah buku bank
pembantu mengikuti jumlah rekaning bank tempat menyimpan

11910 hentiile dari hank nembanty terdanat lambiran .



3.3.3.5 Buku pembantu pengawasan anggaran per kegiatan

Karena belanja langsung merupakan penjumlahan dari belanja
per kegiatan dilain pihak anggaran belanja per kegiatan dalam DPA
SKPD merupakan pagu anggaran maka terhadap pagu tersebut
perlu dilakukan pengawasan melalui buku pembantu pengawasan
anggran per kegiatan.

Jumlah buku pengawasan anggaran per kegiatan mengikuti
jumlah kegiatan dan minimal informasi yang dimuat dalam buku
pembantu pengawasan per kegiatan adalah :

a Nama SKPD

b Nama program

C Nama kegiatan

d Jumlah pagu anggaran perincian objek belanja

€ Jumlah pengeluaran perincianan objek belanja
Jumlah kumulatif pengeluaran perincian objek belanja

g Saldo anggaran perincian objek belanja

Bentuk buku pembantu pengawasan per kegitan terdapat pada
lampiran
iv. Pengecekan atas kebenaran pencatatan

Untuk menguji kebenaran pecatatan yang telah dilakukan

bendaharawan pengeluaran penata usaha keuangan dapat

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. untuk menguji kebenaran uang tunai yang dikelola oleh
pembantu bendahara pengeluaran dilakukan dengan
membandingkan saldo menurut buku kas umum pengeluaran
pembantu dengan fisik uang. Apabila terdapat selisih segera
dilakukan penulusuran kemungkinan ada transaksi yang
belum dicatat.

2. Untuk menguji kebenaran pencatatan dalam buku pembantu
bank dilakukan dengan membandingkan saldo menurut buku
pembantu bank dengan saldo menurut rekening koran.
Penelitian juga dilakukan atas kebenaran / kesesuaian
perdebatan dan pengkreditan pada rekening koran. Apabila
terdapat selisih segera dilakukan rekonsilasi.

% Sebaiknya pemberian dan pengembalian panjar tidak dicatat
dalam buku kas umum pengeluaran tetapi hanya dicatat

dalam buku kas umum pengeluaran pembantu. Pengguna

ontnde tereahiit  wretriidablean nenoeacelzan  harian  atas



kebenaran pencatatan kedalaman buku kas umum
pengeluaran dengan buku -buku pembantu. Dengan
pengguna dari saldo dari buku kas umum pengeluaran
pembantu, buku pembantu bank dan buku pembantu panjar

atau dengan rumus :

Saldo BKU pengeluaran : saldo umum
pengeluaran pembantu + saldo buku pembantu

bank pengeluaran

4. Saldo panjar menurut buku pembantu panjar dibuat
perincian berdasarkan penerimaan dan tanggal pemberian
panjar apabila jumlah berdasarkan perincian berbeda dengan
saldo menurut buku pembantu panjar, segera dilakukan
penelusuran. Terhadap panjar yang jangka waktu sudah
melewati satu bulan supaya dianjurkan / diperintahkan
segera dipertanggung jawabkan

5. Pengujian terhadap uang persediaan (UP) dan ditambah uang
(TU) dilakukan dengan memastikan bahwa semua
pengeluaran yang telah diotorisasi telah dimintakan
penggantian melalui SPP GU atau dipertanggung jawabkan
melalui SPP nihil, dengan catatan belum diterbitkan SP2D

atau cek maka pengujian dilakukan sebagai berikut :

Dana UP + Dana TU - (SPP GU terahkir + Nihil) =

saldo kas umum pengeluaran

Manakala semua pemungutan pajak telah disetor maka hasil
pengurangan tersebut harus sama dengan saldo buku kas
umum pengeluaran sehingga apabila buku pengeluaran lebih
besar dari hasil pengurangan tersebut selisihnya adalah
sebesar pajak yang belum disetor. Apabila selisih tersebut
disetor maka ada indikasi kesalahan dalam pencatatan.
Dengan demikian apabila terdapat pungutan PPN dan PPh
yang belum disetor maka selisihnya adalah sejumlah pajak

yang belum disetor.

v. Pertanggung Jawaban Pengguna Dana
Bendahara pengeluaran secara adminitratif wajib menyampaikan
laporan pertanggung jawaban penggunaan uang persediaan / ganti

uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada pengguna

i rereriiremian  mvmedmdeerd DI QAT Aallaae lamaliat $msammnal 10 Riailam



berikutnya. Laporan pertanggung jawaban pengeluaran, khusus
untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.

Pertanggung jawaban yang dibuat mengikuti sistematik /alur
formulir DPA/SKPD khususnya belanja langsung. Laporan
pertanggung jawab yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran :
a. Buku kas umum

b. Register penutupan kas

o Ringkasan pengeluran per objek disertai bukti-bukti yang sah
d. Bukti atas penyetoran PPN /PPh

Jumlah surat pertanggung jawaban yang dibuat untuk kegiatan
mengikuti jumlah kegiatan. Informasi termuat dalam surat
pertanggung jawaban adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah

Nama SKPD

Nama pengguna anggaran

Nama bendaharawan pengeluaran

Tahun anggaran

Bulan

Kode rekening

PR oMo oa o0 oop

Uraian rekening

(=
.

Jumlah anggaran

Realisasi sampai dengan bulan lalu

[SSPPY

k. Realisasi bulan ini

L Jumlah sampai denagn bulan ini

m. Sisa pagu anggaran

Menurut ketentuan bendahara pengeluaran secara adminitratif
wajib mempertanggung jawabkan pengguna dana kepada Kepala
SKPD melalui PPK-SKPD dan mempertanggung jawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran
kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya yang disahkan.

Dengan mekanisme tersebut laporan pertanggung jawaban yang
disajikan oleh bendahara kepada PPKD adalah pertanggung
jawaban yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran.
Sehingga laporan pertanggung jawaban secara administrasi dan

fungsional yang dibuat oleh bendaharawan bentuk dan

1imfAarmacingg carma A//



Untuk melengkapi pembahasan formulir pertanggung jawaban

terdapat pada lampiran terdiri dari :

a. Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran secara
administrasi

b. Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran secara

fungsional
C. Laporan pertanggung jawaban belanja per kegiatan
d. Register penutupan kas

vi. Penatausahaan penerimaan
Berdasarkan dokumen SKP daerah, SKR, STS, dan surat tanda
bukti pembayaran/bukti lain yang sah, bendahara penerimaan
melakukan penatausahaan penerimaan.
Dari proses penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan

menghasilkan dokumen sebagai berikut:

° BKU penerimaan
o BKU pembantu ( Rincian Objek penerimaan)
° Buku rekapitulasi penerimaan harian

Berdasarkan ketiga dokumen tersebut diatas ditambah dokumen
SPJ pembantu bendahara penerimaan,bendahara penerimaan

membuat SPJ penerimaan. Lampiran SPJ penerimaan adalah

sebagai berikut:

o BKU penerimaan

o Buku pembantu per rincian objek penerimaan
o Buku rekapitulasi penerimaan harian

° Buku penerimaan lain yang sah

Bendahara penerimaan menyerahkan SPJ penerimaan kepada
pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Bendahara penerimaan juga wajib menyampaikan laporan
pertanggung jawaban penerimaan secara fungsional kepada BUD

untuk diverifikasi.

3.4 Penyerahan Aset
Setiap akhir tahun anggaran, maka unit/satuan kerja dilingkungan
pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diwajibkan

untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



o Daftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang
persediaan termasuk ATM dan ATK serta obat-obatan (Lihat
format XXV)

o Berita acara serah terima barang /pekerjaan (lihat format
XX1)

o Laporan mutasi barang milik daerah (lihat XXVI)

Penyerahan aset ini disampaikan ke Bupati Bolaang Mongondow
Selatan Cq. DPPKAD dengan tembusan kepada Inspektur

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini perlu diketahui dan wajib diterapkan dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan secara transparan denagan tetap berpijak pada peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur pada petunjuk teknis pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2015 ini berpedoman pada peraturan dan dan perundang-undangan

yang berlaku.
- A

ONDOW SELATAN, /

BUPATI BOLAANG

ERSON MAYULU



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR Z¥TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015.

1. SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-UP/GU/TU

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-UP/GU/TU
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-

UP/GU/TU) NOmOT: ...ccouveveininininiinininininnnnes Tanggal .....cccoevenveenenene. 2015 yang kami
ajukan sebesar BH | vielss i s - ( terbilang :
............................................... ). Untuk keperluan SKPD

................................................ Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan

dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang Persediaan (UP/TU/GU) tersebut diatas akan dipergunakan
untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan
sesuai DPA SKPD.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP/TU/GU) tersebut tidak akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-
UP SKPD kami.
Bolaang UkKi, . ... ciseasioss s sosssuess e 2015
Pengguna Anggaran/KPA

.......................................................

............................................

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,g

ERJ{ON MAYULU



2. SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-LS

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-LS

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami

ajukan sebesar B e el i [sbedesimanyeniimepsomad dniiunal capdsii bussunseas ),
untuk keperluan BT  osmmssosuasaossmivemmmmes sl di Dinas
Tahun Anggaran 2015 Kegiatan

.................................................

dengan ini Kami menyatakan dengan sebenarnya

................................................

bahwa jumlah tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

No
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

..................

Terbilaiug : ssssssmasssssnsrsonsssumampessmssmenscassssnanssrussyssnassansens

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada
Satuan Kerja Dinas .......ccoeeveiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinniinane. Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

Demikian surat keterangan ini untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Dinas

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

.................................................

Bolaang Ukl,  c:scmssssmensss son 2015
Pengguna Anggaran/KPA

..................................................

BUPATI BOLAANG M@NGONDOW SELATAN, / ’

ERSON MAYULU/



3. SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN(TU)

KOP DINAS

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN (TU)

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
(SPM-TXJ} NOMIOT: ccsonssosenmmmnis convasansnn s vesomnms Tanggal ......cocovvvviiiiiiiinininnn, yang

kami ajukan sebesar P oot - ( Terbilang :

..................................................................................... ), untuk keperluan pada

TBHHBEBTE e ssmmimmion s cniimmcss smedomssmimom b 0 . SRR 5% 5 A SARHA 8 , Tahun Anggaran 2015
dengan perincian sebagai :
No. Uraian Jumlah Ket.
Bel i s Rp
2 BEL. ..o s cnindmnits e snismdmns s adibisiiias | swemws seemmmmwsv s nsnesss
Rp.
Totals . LT TR LT ] s sk AR s sk AR
Rp.
........................ ’-

Demikian Surat Persetujuan Penggunaan TU ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPP-TU SKPD kami.

Bolaang Uki, 2015
Mengetahui, Pengguna Anggaran/KPA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NP, oo orses s sasesinsss sommmsonss MIE. oo ottt s st

BUPATI BOLAANG M

ERSON MAYUL;J//



4. SURAT PERNYATAAN TAMBAH UANG (TU)

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (SPM-

TU) NOMOE! ;oocmssssinksnmnns sisasmnsnss s o Tanggal ....c.cccoceenvninnnnen. 2015 yang kami ajukan
sebesar B wvsssssvmummanensss - (terbilang @ ....ccoveviiiiiiiiiiiiii ).
Untuk keperliafi SKPLY o coommins sisomsmnns » sussamms s seoss Tahun Anggaran 2015,

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama

Jabatan

2. Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan akan diserahkan paling lambat
30(tiga puluh) sejak dikeluarkannya SP2D, apabila sampai pada batas waktu
yang ditentukan pertanggungjawaban tersebut tidak selesai maka kami tidak

bisa mengajukan berkas pencairan GU maupun LS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-
TU SKPD kami.

Bolaang UKL, ... caosees sy sosommeses 2015
Pengguna Anggaran/KPA




5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN LS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

NOMOR :
Pada hari............ Tanggal............ bulan ...eeose Tahun Dua Ribu lima Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama = T = L8 (Ketua)
2. Nama ol T e Sl (Sekretaris)
3. Nama e, R s o e (Anggota)
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor ........................ Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor Tahun 2015
masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah

melaksanakan pemeriksaan terhadap barang/ jasa yang diserahkan oleh :

Nama Penyedia Jasa

Alamat

Sebagai realisasi Surat Perintah Kerja Nomor : Tanggal
.................. dengan jumlah/ jenis daftar barang terlampir dan berkesimpulan bahwa

barang dapat diterima.

No.

. Satuan
Uraian Barang Kuantitas Harga Satuan (Rp.) | Total (Rp.)
Ukuran

Total

PPN 10%

Nilai

1. Barang Baik (V)
2. Baratng Tidak Baik (X)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.




PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN

PIHAK KETIGA ) 1o ciiiiiiiins

1\ ] 0 P

2. sswnns s sevsmnusene ssseimas 2. e,
10 1 S A

G Bie sus sasmsnsmmnen ¢
DULRL, o i i w5 ammins s & B0

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN/KPA
NI, coovns s smemmmumsns sumsenmsmnss sommmnns

BUPATI BOLAANG M@NGONDOW SELATAN, /

HERSON MAYULU



6. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/PEKERJAAN LS

KOP DINAS

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/PEKERJAAN

NOMOR :
Pada hari ini .........coeeenne tanggal  ....ooiiiiiiiiiiiiie bulati  sesssiissas
Tahun.......cccceevenenee. , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
NI, = 0 e snelsimepens bosssimms e bebamm so s
Nip - S IR S
Jabatan : Penyimpan /Pengurus Barang
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor............cccocvenininnnne. Kabupaten

Bolaang Mongondow selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor Tahun 2015 telah

menerima barang yang diserahkan oleh Pihak Ketiga sebagai berikut :

. s Satuan
No. Uraian Barang Kuantitas Ukuran Harga Satuan (Rp.) | Total (Rp.) | KET.
Total
PPN 10%
Nilai
Terbilang :
Yang Menyerahkan Penyimpan Barang
Rekanan
NIP. oo
Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN/KPA
NIP. vooovosossooos oo

BUPATI BOLAANG

ONDOW SELATAN, /

ERSON MAYULU




7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN GU/TU NIHIL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN
NOMOR :

Pada hari............ Tanggal............ bulan ........... Tahun Dua Ribu lima Belas, kami yang

1. Nama o il ok (Ketua)
2. Nama > SRR — (Sekretaris)
3. Nama PR T (Anggota)
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor

.............................. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selaku Pengguna
Anggaran Nomor Tahun 2015 masing-masing karena jabatannya, dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang/

jasa yang diserahkan oleh :

Nama Penyedia Jasa

Alamat

Sebagai realisasi Surat Perintah Kerja Nomor : Tanggal
.................. dengan jumlah/ jenis daftar barang terlampir dan berkesimpulan bahwa

barang dapat diterima.

X - Satuan
No. Uraian Barang Kuantitas Hciersi Harga Satuan (Rp.) | Total (Rp.) | KET.
Vv
\
Total
PPN 10%
Nilai

1. Barang Baik (V)
2. Barang Tidak Baik (X)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.




PANITIA PEMERIKSA BARANG

PEJABAT PENGADAAN | SO ————— | R,
NIP. et eeeeeaes
2 - P cnmbonm
BHP,, unnumressy onmmionncn sreasonmsiniitctildisii
5 N —————— - ————
NIP. .ot ceeneaeas
Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN/KPA
WIP.. .. conismunsa s s sammnssns css

AHERSON MAYULU



8. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/PEKERJAAN GU/TU NIHIL

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG /PEKERJAAN

NOMOR :
Pada hari dml  .....coocsemsse tanggal ....oeeeieieiiiiiieia bulan
-5 ¢ o RA————— , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama e R e =0 T2 el O SO
Nip . i e e e S AR SR R S
Jabatan : Penyimpan /Pengurus Barang

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor

Bolaang Mongondow selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor

menerima barang yang diserahkan oleh Pihak Ketiga sebagai berikut :

Tahun 2015 telah

...............

....Kabupaten

. . Satuan
No. Uraian Barang Kuantitas e a—— Harga Satuan (Rp.) | Total (Rp.) | KET.
Total
PPN 10%
Nilai
Terbilang :
Yang Menyerahkan Penyimpan Barang
Pejabat Pengadaan
NIP. coriieiiieeeeceieeeae
Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN/KPA
INEP. e e iR 58 5

HERSON MAYULU

NGONDOW SELATAN,




' NOTA PESANAN LS

9.

KOP DINAS

Dari

Alamat
Untuk
Alamat
Harap dapat diberikan Barang / Bahan tersebut dibawah ini :

NOTA PESANAN BARANG / BAHAN

Nomor :

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.................................

.........................

.........

.................................

NO

JENIS BAHAN / ALAT BANYAKNYA KET

Dengan Ketentuan :

1

2.

Barang di terima pada tanggal ...................

Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran ....................... Kab. Bolaang

Mongondow Selatan.
Pembayaran dilaksanakan apabila barang — barang tersebut telah diperiksa
oleh Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas barang

yang diperiksa.

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Setuju

PIHAK KETIGA

DIREKTUR

Bolaang Uki........cccccecnen.. 2015
Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/KPA

)

BUPATI BOLAANG MOWNGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU



9. BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN

KOP DINAS
BERITA ACARA
Kegiatan : PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN
.............................................. Nomor e eeeereieieeeee i
Pekerjaan @
Pada hati i1 sesssssnesseass Tanggal cecesecsescccssose Bulan .esesesvesenins Tahiifl susessossosavons kami,
yang bertanda tangan dibawah ini :
. Nama LA RS
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas................... Kab. Bolmong Selatan yang
selanjutnya di sebut PIHAK KESATU
II. Nama ! dasesianesssnesiasnnanensa
Jabatan : Direktur
Perusahaar @ ......ccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,
Alamat Y 5s 6 ERERR SRS RERRAS RIS TSHESEETIATHEI S

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

a

terlampir, dengan ini menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk
pertama kali sebagai berikut :

1 PIHAK KEDUA telah menyerahkan, dan PIHAK KESATU telah menerima Pekerjaan :

................................... yang telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
a. Nomor Kontrak Nomor T e
Tanggal T —— 2015
b. Nomor Amandemen Kontrak Nomor e
Tanggal . 2015

2. Kerusakan - kerusakan, penyempurnaan dan pemeliharaan atas seluruh pekerjaan
tersebut selama jangka waktu pemeliharaan 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari
terhltung dar1 Penyerahan Pertama Pekerjaan, sesuai dengan ini tetap menjadi

°1 TMNITT AT TZ7TATATT A

100% 3 71 « T — Rp. i,

3 Pada angsuran ini dapat dibayarkan |25 & [ ———————

4 Potongan - potongan

Retensi = B Y K B oiassisssrs cesmsm s s AR .o v sniin s a5 45 HB 0 55
5 Jumlah yang diterima pada angsuran ini RD. censererercescossesescsscs
Potongan PEN 10% 100/ ] .ot 17 v U
PPHPasal4 Ayat2 2% =0z ssesssessesmsmmsismerss
6 Jumlah yang diterima ( Netto ) R rersasssniissssssssesnvois



Demikian Berita Acara Penyerahan Pertama ini telah dibuat dengan benar dalam rangkap 4
(Empat) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDI PIHAK KESATU

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA
Pejabat Pembuat Komitmen

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Direktar = isasrssssressseeassesiessessses

MENGETAHUI,
PENGGUNA ANGGARAN/KPA

-1

BUPATI BOLAANG M NDOW SELATAN

%{E SON MAYULU,



10. BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA
KOP DINAS

e e e

BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor :
Pada Hari ini ........... Tanggal ....... Bulan ......... Tahun Dua Ribu Lima Belas kami, yang bertanda tangan dibawah
ini :
I. Ir. B. F. N. POLUAN : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas .....cccccoeee. Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. HAMZAH GOBEL + DireKtUl  cecsecscscesansasceose , berdasarkan Akte Notaris No : NO. .. TGL
NOLATIS  cecoresecsccsesovccsccnces .. dalam hal ini bertindak sebagai
penyedia jasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan :
DAK DAU
1. DPA - SKPD NOHIOT  § cvmmmemeessmmmnanmimeseniss Nesssssmvsmmessavasasasnss
Tanggal  ocasammaamsens 00 Jreresssscassn
2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontri NOmor — : .....coiieiiiiiiiiiiiininiinnee.
Tangpal & cesssssmvessmsssperses
a. Untuk Pekerjaan = I ceecececescesscsssssssssscsesssssecssssssssnssssannsssassssasossssase —
b. Nilai Kontrak Awal : Rp. . R——
3. Adendum / Amandemen Kontrak Nomor : -
Tanggal : -
4. Jaminan Uang Muka dari Nomor Jaminan Tanggal
Sebesar Rp. P ) yang diperlukan dari
Tanggal
iI. Jumian yang giterima :
Sumber Dana
No. Uraian DAK DAG Jumlah
1. |Pembayaran Uang Muka 30%X R cccceeececccoccecconnes Rp.
2. |Potongan PPN 10% 100/110 Rp. -
3. |PPH Pasal 4 Ayat 2 2% Rp. -
4. |Jumlah Yang diterima ( Netto ) - - | Rp. -
II Rekapitulasi Pembayaran
Sumber dana
NO Uraian DAK DAU Jumlah
1 |Nilai Kontrak - - | Rp. -
2 |Pembayaran s/d yang lalu - - -
Sisa - - I Rp. -
3 |Pembayaran Berita Acara ini - - | Rp. -
Sisa - - [ Rp. -

PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening No.

pada Bank ............ e o g

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan benar dalam rangkap 4 (Empat) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya .

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PIHAK KETIGA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Direktur NIP. oeiiiirieeceeereeeeeenns
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/KPA

v

BUPATI BOLAANG JIONGONDOW SE ATAN,\/

Iy /



11. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN FISIK

KOP DINAS
e R IEEmmm
Kegiatan : ., ............ccocomiiii Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor e e e B T
Pekerjaan S 3 S oo noror e el TR
Pada hari ini «eeeeceececees tanggal .ceccccececccccce. Bulan ...cceceeeeeee Tahun Dua Ribu Lima Belas Kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Lo et s simas e
P T e SR o
Telah melakukan pemeriksaan Pekerjaan ......................... yang telah disahkan dengan DPA-SKPD NOMOT : ........uuu..........
Tanggal .......... 2015 sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) NOIMOT : weovvveeeeeeeereeeooesoeeoon Tanggal ............ 2015, yang
pelaksanaannya ditugaskan Kepada :
Nama : I Selakll DIit€kitl sesssssiscssssssasssoonsossosronsarsnansasessen
Dengan Jumlah Harga Kontrak untuk Pekerjaan tersebut Sebesar RO swicanssnsmmensin msismsiissmmn yang pembayarannya di
dapat dari Dana APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN 10 % )
- . ] Kontrak Kemajuan Pekerjaan
i Jenis Peleerjann L Volume Bobot Volume Bobot Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PEKERJAAN PERSIAPAN
PEKERJAAN KONTRUKSI
[ | S o S e e S
PEKERJAAN AKHIR
R T L
(6 £ RN
TOTAL FISIK - =

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik ini dibuat dengan sebenarnya sebanyak 4 (Empat) rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Kegiatan Pihak Kontraktor
1. Name: .oooioviniiiiiieceeeennn, 1. Nama : ..ooiiiiiieieeeannnnn,
WIP i i st iassesmemsmmsios s e Jabatai: Direktur
Tanda Tangan : Tanda Tangan
2. NAMES siinmnniisctonommnmmmimeisssiodss
NIB 3 .ecimmcsmvessoesmbssmrsssassmesss

Tanda Tangan :

MENGETAHUI,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGGUNA ANGGARAN/KPA

BUPATI BOLAANG MONG(QNDOW SELATAN, /

, A_.A,\/ &



12. BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAINYA PEKERJAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAINYA PEKERJAAN
NOMOR : e

Pada hari ini essmesesss Tangpal ssseseseeeas « Bulaf s wven  TARUN cciaesssesaa kami,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Lo susssonssssosaninsssssonss :  Pejabat Pembuat Komitmen
2 B PRI S =i : Pengawas Lapangan 1
e sbmmmsan st : Pengawas Lapangan 2
- T ——— :  Kontraktor Pelaksana

Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan

Kegiatan -2 N U ——

Lokasi § R AR SR A AR Ak e

No. Surat Perjanjian : ....ccccoiiiiiiiiiiiiiieeieeecieeeneenes ,

Tanggal T L - 2015

No. Amandemen Kontrak: ..o
Tanggal - L N N—

Biaya il 7 TSR T —

Kontraktor e R

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas seluruh pekerjaan

2. Telah mengadakan penelitian atas kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan

3. Seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelelangan telah
diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga dapat diadakan Penyerahan atas
seluruh pekerjaan tersebut.

4. Kerusakan-kerusakan yang akan terjadi nantinya menjadi tanggung jawab
Kontraktor yang akan dilaksanakan pada masa pemeliharaan.

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan Kontraktor Pelaksana
0 P e T CV. PIHAK KETIGA
NIP.
Tanda Tangan :
DIREKTUR
- N W LN S R—-..r ...
NIP.
Tanda Tangan :
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran/KPA

...................................................................................

BUPATI BOLAANG MON ONDOW/SELATAN,/



13. KWITANSI SPP GU-TU

KWITANSI

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING

NO. KWT

................................

Sudah Terima Dari

Banyaknya Uang

Bendahara Dinas/Badan/Kantor

....................................................

Unituk Pembayararn 3 BelOnE = = = = =~ sscesssconmsems s isssmomss s cosensnmes sy (s mpmesss s § Uammsesmy pada
Keg......cccueu...... Dinas/Badan/Kantor............ccccceecevevennnn. Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
Rp 9000000000000 000000000800000
Bolaang Uk, 2015
Yang Menerima,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan
NIB, oo somsvsmenssnss soswsamians sis NIP....ccvmeriossnsssmssassmes sos NIP....cooveeeieannnn.
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/KPA
Nip.

ERSON MAYULU

BUPATI BOLMNG(A ONDOW SELATAN, / ’

\
\



14. KWITANSI SPP LS

KWITANSI

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING

NO. KWT

2014

Sudah Terima Dari

Banyaknya Uang

Untuk Pembayaran :

Rp $000000000006000000000000000

Bendahara Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan

....................................................

Belanja = eeeeeeeieie et st pada

Mongondow Selatan

Molibagu,
Yang Menerima,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran, PIHAK KETIGA
IS, IS 2 i INIP... s scosn aosss s o Direktur
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/KPA
NiD. cues comnsasomensvasnnsvameses

/

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

&HERS N MAYULU



15. PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANG MUKA

KOP DINAS

Molibagil, .o 2015
Nomor
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Kepada Yth,
INFEIEIE wannnsossmmsvessss
Di -
Perihal : Persetujuan Pembayaran Uang Muka
Memperhatikan  Surat Nomor @ ...,
Tammeal .oosvissisvsmissains , Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka

bersama ini kami menyetujui permohonan Saudara untuk Pembayaran
Uang Muka sebesar 30% dari nilai Kontrak Nomor

.............................................. 3 TORAERE] wosmumainsssmmmmsnassinsannices; TOTILETE
PERBIFIRETL s ummmnss sssanoss smissas st di Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan.

Demikian persetujuan ini disampaikan atas perhatiannya

disampaikan terima kasih

Pengguna Anggaran/KPA

....................................

Tembusan,
1. Pejabat Pembuat Komitmen di Molibagu
2. Bendahara Pengeluaran Dinas PU. Kimpraswil

3. Arsip.
_ 7?

BUPATI BOLAAN ONGONDOW SELATAN,

Iy e B



16. RINCIAN PERMOHONAN UANG MUKA

RINCIAN PERMOHONAN UANG MUKA

NO PEKERJAAN URAIAN JUMLAH
1 2 3 4
1
TOTAL -
PPN 10% -
JUMLAH -
|DIBULATKAN -
Molibagu, 2015
Yang Bermohon
PIHAK KETIGA
Direktur
/’

BUPATI BOLAANG M@

i. HERSON MAYULU, S.IP

74

PNDOW SELATAN, /




17. RINGKASAN KONTRAK

w N

© P NOo e

.

10
11

12.

RINGKASAN KONTRAK

. Nomor dan Tanggal DPA-SKPD
. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan

Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak:

Nama Kontraktor/Perusahaan
Alamat Kontraktor

Bank/Pos

Nomor Rekening

Nilai SPK/Kontrak :
Nomor & Tanggal - Amandemen :

.Nilai Kontrak
.Uraian dan Volume Pekerjaan

Uraian dan Volume Pekerjaan -

- PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan

pekerjaan konstruksi sebagamana diterangkan

dalam syarat-syarat umum Kontrak yang

terlampir dalam kontrak ini (Selanjutnya disebut

“Pekerjaan Konstruksi).

PPK dan penyedia menyatakan memiliki

kewenangan untuk menandatangani kontrak ini,

dan mengikat pihak yang diwakili.

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

kontrak ini :

a. Addendum Surat Perjanjian

b. Pokok Perjanjian

c. Surat penawaran berikut daftar kualifikasi dan
harga (Apabila ada)

d. syarat-sayarat Khusus kontrak

e. syarat-syarat umum kontrak

f. Spesifikasi khusus

g. Spesifikasi umum

h. gambar-gambar dan

" i. Dokumen lainya seperti : jaminan-jaminan

SPPBJ, BAHP, BAPP.

PPK mempunyai hak dan kewajiban Untuk :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang di
laksanakan oleh penyedia

2. Meminta laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh penyedia

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1.Menerima pembayaran untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan harga yang
ditentukan dalam kontrak.

2.Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodic kepada PPK

3.Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan



13.Jangka Waktu Pelaksanaan . S ST

14.Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : ...... B oo s onitiamanin 4 8 R e ) Hari Kalender
terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya Surat
Perintah Mulai Kerja ( SPMK).

15.Jangka Waktu Pemeliharaan - i T S el TP
Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan
selama ...... L] s ) hari kalender terhitung
sejak tanggal pekerjaan fisik selesai 100 % dan
diterima oleh Pihak Kesatu dalam keadaan baik,
yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan

kedua.
16.Ketentuan Sanksi : - Jika Pihak Kedua setelah mendapat peringatan
tertulis tiga kali berturut-turut tidak

mengindahkan  tugas dan = kewajibannya
sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
ini, maka untuk setiap kali melakukan
kelalaian, Pihak Kedua wajib membayar “Denda
Kelalaian“ sebesar 1lo/oo (satu permil) dari harga
borongan, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua
tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan
termasuk ayat ini.

- Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan tanpa alasan yang tepat, maka
untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua
wajib membayar denda kelalaian sebesar 1o/00
(satu permil) dari harga borongan, dengan
ketentuan Pihak Kedua telah berkewajiban
menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Bolaang Uki, 2015
Pejabat Pembuat Komitmen,

i

NGONDOW SELATAN,

BUPATI BOLAANG

HERSON MAYULU



18. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KOP DINAS

e e e B o e P e o e e e e e s T ST
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1003 ¢ Lo O
1. Nama Satuan Kerja S
2. Kode / Nama Kegiatan e ST g e | sonnsasamming s ns s TSR
3. Tanggal / Nomor DPA-SKPI: ......ccoiviriiiiiiiiiiniiinnnns I ssesmpmsanssssns
4. Klasifikasi Belanja 2 insipio i oo s 58 O 5 AR WA
Yang Bertanda Tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah .......................

Kab. Bolmon Selatan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang akan
dibayar kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

N| KODE BUKTI JUMLAH
PENERIMA URAIAN
o | REKENIN TGL NOMOR (Rp)
JUMLAH 5
Bukti dari belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja
Dinas ......--soeesssssasmeiis untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat pengawas
fungsional.

Demikian Surat Peryataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Molibagu,  ...cccovvieiiieiinns 2015
Pengguna Anggaran/KPA
NIP o uosispsononssefBsmsnsmns

BUPATI BOLAANG/MONGONDOW SELATAN, /

%E SON MAYULU



19. PERMOHONAN PEMBAYARAN PENCAIRAN

KOP SURAT
T4 2573 ) o SR ——— Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Kepala Dinas .................
Perihal : Permohonan Pembayaran Selaku Pengguna Anggran
Di -
Molibagu
Sehubungan dengan PEKErjaan ... .exoremsssyvsmmrrss s ssmpanas sesuai
Surat Perjanjian [Kontrak) NOIOT @ v srmmsme sy sy ,
TAOBUE]L susoos snassoness s s sasaes 2015,dengan hormat kami mohon kiranya
dapat dibayarkan ... s dari nilai kontrak atau sebesar Rp.
...................... SRR, TS PAp PP SO PPPPpRaT SSRN, 1
Untuk pembayaran uang muka tersebut diatas kiranya dapat
di transfer lewat rekening NOMOTI i.cccececececececececns ... padaBank
............................. JALAS TIEIHOE  seesssreassussssrnamspansnnssns Selaku
Direktur.
................... i ek v L

Tembusan :
1. Arsip

Yang Bermohon
PIHAK KETIGA

DIREKTUR

I
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, /

ERSON MAYULU /



20. SURAT PERNYATAAN SELESAINYA PEKERJAAN

KOP SURAT

e e e a e e e e e e D e e S e e T e B e e S L e e e e e SR S e e

SURAT PERNYATAAN
NO ©: ssesrmsssssssorinnsevesnass s ”

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama ¥ i SR A RS SRR

Jabatan :Direktur ..oooeeiiiiiiieiiinens

Alamat It S -

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : ..........cccociiiiiiiiiiinin. , Tanggal
........... 2015, Amandemen Kontrak NoOmoOr : ...cccocveiiiiieiiiininen.
Tanggal ............. 2015 Mengenai pelaksanaan Pekerjaan .....cceceeeececeeenees
dengan nilai kontrak sebesar Bp. e
Lo s it h e e Siieses s b )

2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
NGt cerasaresssssiensass Tanggal ......c..coeevennenen 2015,

3. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan
NO. e Tampoal ....cc...coiimiommissn 2015.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pekerjaan
telah dilaksanakan dengan baik yang telah mencapai Fisik 100% sehingga
telah diadakan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
PO s s smvmmsammmamms s ssans , Tanggal ................ 2015

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan-kekurangan yang ditemui
oleh Instansi pemeriksa maka kami bersedia melengkapi ataupun
memperbaiki sesuai temuannya dan tetap menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan benar untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, ....ccccocuvennenennen. 2015

Yang Membuat Pernyataan

...............................................

®se000c000s0000 00000000000000000000000000

Direktur

‘ A

BUPATI BOLAANG MON DOW SELATAN,

[ b A A SN ( o



21. SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN UANG MUKA

SURAT PERNYATAAN
|\ (o TP

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nama

Jabatan : DIr€KtUT ceeeeeeceeeccacnceccosssscccssssccsssss

Alamat SR - SN =1 € N SO S SO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa uang muka yang

) benar — benar akan

kami terima Sebesar RP. .cccceccescescescecesees (

..........................................

Kami gunakan untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

seperlunya.

Bolaang Uki,  .............. 2015

Yang membuat Pernyataan
PIHAK KETIGA

DIREKTUR

BUPATI BOLAANG MIONGONDOW SELATAN, /




22. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB/BARANG/PEKERJAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB /BARANG PEKERJAAN

Yang bertandatangan di bawah ini Pengguna Anggaran
............................ Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan bahwa
saya bertanggungjawab penuh atas pekerjaan yang telah dibayarkan kepada yang

berhak menerima dengan kemajuan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
.................. Tanggal....................2015 dan Berita Acara pembayaran
MGTRBE ¥ . oioeins s o o s rismsiieiiid HEREEAT woomesisssasmenss 2015

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk kelengkapan

administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Bolaang TR, e sssssmmmsnnsssss 2015
PENGGUNA ANGGARAN/KPA

.......................................

A

ONDOW SELATAN,

BUPATI BOLAANG M

HERBSON MAYULU /



23. BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Urusan
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit
NO.| TGL [uo. BUKT URAIAN 1;%113{13 PENERIMAAN [PENGELUARAN  SALDO
1 Saldo Awal 0,00
Jumlah periode ini 0,00 0,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
Jumlah semua sampai periode ini 0,00 0,00
Sisa Kas 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
nihil
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0,00
b. Saldo Bank Rp 0,00
c. Surat Rp
Berharga
Mengetahui, Bolaang Uki, 2015
KEPALA SKPD Bendahara Pengeluaran
NIP.ooooneiieieeieee et et e e e e NIP.

BUPATI BOLAANG

ERSON MAYULU

~ A

GONDOW SELATAN, /




23. BUKU PEMBANTU BANK

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Urusan
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit
NO.| TGL | NO. URAIAN KODE lPENERI PENGELUAR| SALDO
1 Saldo Awal 0,00
Jumlah periode ini 0,00 0,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
Jumlah semua sampai periode ini 0,00 0,00
Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Rp. 0,00
nihil

Mengetahui, Bolaang Uki, 2015
KEPALA SKPD Bendahara Pengeluaran
NIP. NIP. oo eeess e ceeesssseseesessns e ssigts
e

BUPATI BOLAANG MO NDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

/



24. BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK
periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Urusan

Bidang 2
Unit Organisasi :
Sub Unit

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna :
Bendahara Pengeluaran :
Jenis Pajak 3

NO.| TGL |NO. BUKTI URAIAN EMOTONGANPENYETORAN SALDO
Mengetahui, Bolaang Uki, 2015

KEPALA SKPD Bendahara Pengeluaran
NIP. o -

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, / ‘




25. REGISTER SP2D

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

REGISTER SP2D
Periode : 01-Januari-2015 s/d 31-Desember-2015
Urusan s
Bidang 2
Unit Organisasi :
Sub Unit
No TGL NO. SP2D JENIS SPM URAIAN NILAI SP2D
TOTAL
Bolaang Uki 2015
KEPALA SKPD
NIP. ot
o~

BUPATI BOLAANGMONGODOW SELATAN, / :

ERSON MAYULU




26. REGISTER SPM

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Periode : 01-Januari-2015 s/d 31-Desember-2015

Urusan :
Bidang $
Unit Organisasi :
Sub Unit 3

NO | TANGGAL NO. SPM JENIS SPM URAIAN NILAI SPM

TOTAL

Mengetahui, Bolaang Uki, 18 Maret 2015
KEPALA SKPD

NIP. toeieiiiieieeciiinerereecsieianaans 1\ 0 PP UPPIRPPPP PP PRPPPP PP

A

HERSON MAYULU




27. REGISTER SPD

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
Periode : 01-Januari-2015 s/d 31-Desember-2015

Urusan
Bidang
Unit Organisasi :
Sub Unit :
TANGGAL NO. SPD KODE DPA SKPD URAIAN NILAI SPD

TOTAL

KEPALA SKPD

NIP. P

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, /

[0
IERSON MAYULU




28. REGISTER SPP

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Periode : 01-Januari-2015 s/d 31-Desember-2015

Urusan

Bidang

Unit Organisasi
Sub Unit

NO |TANGGAL NO. SPP JENIS SPP URAIAN NILAI SPP

TOTAL
Mengetahui, Bolaang UK, s vaeosss spwesmm s 2015
KEPALA SKPD
NIP. NIP.




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

N KARTU KENDALI PER KEGIATAN
Per 31 Desember 2015

Bidang
Perangkat Daerah
Sub Perangkat

rogram
Kegiatan
Rekening 8
Anggaran : Rp.
TANGGAL NO. BUKTI SPD PENGESAHAN SPJ| SP2D LS SPJ YANG BELUM SPP YANG BELUM SISA SPD
DISAHKAN DI-SP2D-KAN
n

BUPATI BOLAANG M GONDOW SELATAN, /

FRSON MAYULU

KARTU KENDALI PENYEDIAAN DANA ANGGARAN Per 31 Desember 2015 Halaman 1 dari 14




